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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR          TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGARAAN  PROGRAM RANTANG SIMPATI                                     KABUPATEN SUMEDANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan taraf hidup yang sejahtera;
b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang sejahtera, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin terlantar berupa pangan yang diselenggarakan melalui program rantang simpati;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, pemenuhan hak-hak sosial dapat terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, dan kelompok rentan lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelengaraan   Program Rantang Simpati Kabupaten Sumedang;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nimir 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 	Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
13. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak
Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1254);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);





MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI    KABUPATEN SUMEDANG 




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
6. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki
laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
8. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Program Rantang Simpati  adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin telantar.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi
sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. Kriteria  sasaran penerima Program Rantang Simpati;
b. Mekanisme penyelengaraan  Program Rantang Simpati;
c. Peran serta masyarakat;
d. Pembiayaan; dan
e. Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan

BAB III
KRITERIA PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

Kriteria penerima Program Rantang Simpati meliputi:
a. Penduduk yang berdomisili di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan;
b. Lanjut Usia Terlantar yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
c. Termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional desil 1 sampai 5 atau berdasarkan hasil asesmen kondisi lapangan. 
d. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan;
e. Terlantar secara psikis dan sosial; dan
f. Tidak sedang menerima program bantuan permakanan lansia terlantar dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4
Perangkat Daerah yang membidangi sosial menyusun rencana pelaksanaan Program Rantang Simpati.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5

1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pendataan Lanjut Usia Terlantar di Daerah.
2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional  dan/atau usulan dari desa/kelurahan.
3) Dalam hal usulan berasal dari desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data usulan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan calon penerima Program Rantang Simpati.
2) Perangkat Daerah yang membidangi sosial bersama dengan desa/kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Program Rantang Simpati sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno.
4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi sosial bersama kecamatan dan desa/kelurahan menyepakati data calon penerima Program Rantang Simpati dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

1) Data calon penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial untuk ditetapkan sebagai penerima Program Rantang Simpati.
2) Usulan data calon penerima Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dilengkapi dengan surat permohonan penetapan Keputusan Bupati dan rancangan keputusan Bupati.
3) Setelah menerima surat permohonan dan rancangan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan penerima Program Rantang Simpati.

Pasal 8

1) Dalam hal terdapat perubahan data penerima Program Rantang Simpati, kepala desa/lurah melaporkan kepada camat untuk memperbaharui data Lanjut Usia Terlantar.
2) Camat menyampaikan perubahan data Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial untuk ditindaklanjuti dengan perubahan data penerima Program Rantang Simpati.
3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggantian data penerima Program Rantang Simpati.
4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan verifikasi terhadap perubahan data Lanjut Usia Terlantar yang disampaikan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan data Lanjut Usia Terlantar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial mengajukan perubahan penetapan penerima Program Rantang Simpati.
Pasal 10

Ketentuan mengenai hasil pendataan dan pengajuan usulan calon penerima Program Rantang Simpati  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan perubahan calon penerima Program Rantang Simpati.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 11

1) Pengadaan untuk pelaksanaan Program Rantang Simpati  dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh  tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau Badan Usaha Milik Desa atau warung nasi atau penyedia makanan lainnya.
3) Pelaksana Program Rantang Simpati  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
4) Dalam menetapkan Pelaksana Program Rantang Simpati  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial mempertimbangkan lokasi penerima Program Rantang Simpati.

Pasal 12

1) Pelaksana Program Rantang Simpati menyediakan makanan siap santap berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan angka kecukupan gizi penerima Program Rantang Simpati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 13

1) Pelaksana Program Rantang Simpati melaksanakan penyaluran makanan siap santap kepada penerima Program Rantang Simpati.
2) Penyaluran Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari sebanyak 2 (dua) kali.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1) Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Rantang Simpati.
2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Menyampaikan informasi kepada rukun tetangga, lurah, camat, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi sosial dalam hal terdapat Lanjut Usia Terlantar yang berhak menerima Program Rantang Simpati dan belum diakomodir sebagai penerima Program Rantang Simpati;
b. Menyampaikan sanggah dalam hal terdapat penerima Program Rantang Simpati yang tidak sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan/atau kriteria penerima Program Rantang Simpati; dan/atau
c. Ikut serta dalam menyediakan makanan sehat siap santap pada pelaksanaan Program Rantang Simpati dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1) Pemantauan Program Rantang Simpati dilaksanakan oleh tim pemantauan Program Rantang Simpati.
2) Tim pemantauan Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. Perangkat Daerah yang membidangi sosial untuk memantau pelaksanaan Program Rantang Simpati;
b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk memantau angka kecukupan gizi dan keamanan makanan siap santap;
c. Perangkat Daerah yang membidangi usaha kecil, menengah dan perdagangan untuk memantau tempat penyediaan makanan; dan
d. Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa untuk pembinaan kepada pelaksana Program Rantang Simpati;
e. Kecamatan,  desa/kelurahan untuk memantau penyaluran kepada penerima Program Rantang Simpati.
3) Berdasarkan hasil pemantauan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi sosial melaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan Program Rantang Simpati pada bulan berikutnya.
4) Pengawasan pelaksanaan Program Rantang Simpati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
5) Tim pemantauan Program Rantang Simpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sosial setiap 1 (satu) tahun sekali melaporkan hasil pelaksanaan Program Rantang Simpati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1)  Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran biaya pemberian makanan kepada masing-masing Lanjut Usia terlantar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman kepada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi sosial.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetatapkan di Sumedang
Pada tanggal   31 Desember 2025

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG
PEDOMAN PENYELENGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI KABUPATEN SUMEDANG
MENJADI PERATURAN BUPATI NOMOR ..... TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pedoman Penyelengaraan Program Rantang Simpati Kabupaten Sumedang. Program Rantang Simpati adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin telantar.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
Keterangan ini disusun sebagai landasan dan penjelasan akademis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang baru, dengan harapan dapat memberikan kejelasan mengenai urgensi, ruang lingkup, dan arah pengaturan yang akan ditetapkan.
Kami berharap keterangan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang pedoman penyelengaraan program rantang simpati kabupaten sumedang.

Sumedang,   Oktober 2025

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan data kependudukan nasional, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Fenomena ini disebut aging population, di mana proporsi penduduk lansia semakin besar akibat meningkatnya harapan hidup dan penurunan angka kelahiran. Kondisi ini menuntut perhatian khusus pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan lansia, terutama bagi lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau dukungan ekonomi memadai.
Banyak lansia yang mengalami ketidakmampuan fisik, penurunan produktivitas, dan keterbatasan ekonomi, sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi. Lansia terlantar sering hidup dalam kondisi miskin, tidak memiliki pengasuh, bahkan sebagian mengalami diskriminasi dan penelantaran. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar.
Selain itu, di tingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengamanatkan agar setiap Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk lansia.
Program “Rantang Simpati” lahir sebagai bentuk inovasi pelayanan sosial berbasis kemanusiaan yaitu pemberian makanan siap saji bergizi yang diantarkan langsung ke rumah lansia terlantar oleh petugas sosial, kader, atau relawan di tingkat desa/kelurahan. Dukungan terhadap konsep Sumedang Simpati dan penguatan Puskesos/SLRT Program ini juga mendukung visi Kabupaten Sumedang sebagai “Kabupaten Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia emas 2045”, yang berorientasi pada kepedulian sosial, gotong royong, dan pelayanan publik yang inklusif.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan urgensi masalah secara umum yang perlu mendapat perhatian:
1. Meningkatnya jumlah lansia terlantar; Jumlah lansia terus bertambah, sementara kemampuan keluarga atau masyarakat dalam memberikan perawatan menurun. Banyak lansia hidup sendiri tanpa dukungan keluarga, terutama di wilayah pedesaan, sehingga rentan terhadap kelaparan dan penelantaran.
2. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar (gizi dan kesehatan); Sebagian lansia terlantar tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bergizi karena keterbatasan ekonomi dan fisik. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan masalah gizi, penurunan imunitas, dan memperburuk kondisi kesehatan.
3. Belum meratanya layanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas; Pelayanan sosial masih lebih terfokus pada panti sosial, sementara sebagian besar lansia terlantar tinggal di rumah atau lingkungan masyarakat. Belum semua wilayah memiliki sistem distribusi makanan siap saji yang terkoordinasi dengan baik.
4. Keterbatasan sumber daya pelaksana (SDM dan anggaran)Ketersediaan tenaga pelaksana, kader sosial, dan relawan yang mendistribusikan makanan masih terbatas. Anggaran daerah untuk pelaksanaan program masih relatif kecil sehingga jumlah penerima manfaat terbatas.
5. Kendala pada pendataan dan verifikasi penerima manfaat; Data lansia terlantar sering belum mutakhir (tidak terintegrasi dengan DTKS atau hasil asesmen Puskesos).
C. Tujuan Penyusunan
Peraturan Bupati Sumedang terkait Pedoman Penyelengaraan Program Rantang Simpati Kabupaten Sumedang ini bertujuan untuk:
1. Memberikan dasar Hukum yang jelas dan Kuat
2. Menjadi pedoman operasional pelaksanaan program “rantang simpati”
3. Menjamin Efektivitas dan Akuntabilitas layanan yang diberikan agar pelaksanaan “rantang simpati” dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mewujudkan Pemenuhan Hak Dasar Lansia Terlantar.
D. Dasar Hukum
Penyusunan Keputusan Bupati terkait Pembentukan Tim Penyusunan Program Rantang Simpati Kabupaten Sumedang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat:
· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
· Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
· Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
· Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
· Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
· Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
2. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah:
· Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
· Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
· Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);
· Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 52);

















BAB II
POKOK PIKIRAN
1. Pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlantar melalui penyediaan makanan bergizi yang layak dan teratur.
2. Perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial lanjut usia.
3. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat lokal, seperti kader sosial, karang taruna, atau kelompok PKK, dalam menyiapkan dan mendistribusikan rantang.
4. Pendekatan sosial yang manusiawi, bukan hanya memberikan makanan tetapi juga memperhatikan interaksi sosial dan dukungan emosional bagi lansia.
5. Integrasi dengan sistem layanan sosial daerah, seperti melalui Puskesos/SLRT (Pusat Kesejahteraan Sosial/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) untuk pendataan, verifikasi, dan monitoring penerima manfaat.
6. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, serta mengurangi angka lansia terlantar.
BAB III
MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
1. Sasaran Rantang Simpati
Sasaran utama program Rantang Simpati adalah lanjut usia terlantar atau rentan terlantar yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, terutama kebutuhan pangan. Secara lebih rinci, sasarannya meliputi:
· Lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga, pengasuh, atau dukungan sosial memadai.
· Lansia miskin/rentan miskin yang masuk kategori DTSEN Desil 1 sampai 5.
· Lansia Tunggal tanpa dukungan keluarga atau masyarakat sekitar.
· Lansia dengan disabilitas ringan–sedang yang masih dapat menerima dan mengonsumsi makanan siap saji.
· Lansia penerima layanan Puskesos/SLRT berdasarkan hasil asesmen sosial dan verifikasi dari Dinas Sosial.
· Tidak sedang menerima program bantuan permakanan lansia terlantar dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Jangkauan Rantang Simpati
Program ini memiliki jangkauan yang menyesuaikan kapasitas daerah dan sumber daya yang tersedia, namun prinsipnya meliputi:
· Wilayah Jangkauan: Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang yang memiliki lansia terlantar terdata. Dikoordinasikan melalui kecamatan sebagai ujung tombak penjangkauan.
· Jangkauan Layanan: Pemenuhan gizi dan pangan siap saji melalui distribusi rutin (satu hari dua kali makan). Pendampingan sosial dan pemantauan kesehatan ringan oleh kader sosial, relawan, atau tenaga kesejahteraan sosial. 
· Jangkauan Penerima Manfaat: Mengutamakan lansia terlantar di masing-masing desa di semua kecamatan.
3. Arah Pengembangan
· Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rantang Simpati.
· Kolaborasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, PKK, Karang Taruna, dan kader posyandu) untuk pelayanan kesehatan, sehingga tidak hanya pemenuhan gizi tetapi untuk kesejahteraan secara menyeluruh.
· Penguatan peran Puskesos/SLRT dalam asesmen, distribusi, dan evaluasi keberlanjutan layanan.
B. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelengaraan Program Rantang Simpati Kabupaten Sumedang meliputi:
i. Ketentuan Umum
ii. Ruang Lingkup
iii. Kriteria Penerima Program
iv. Pelaksanaan Program
v. Peran Serta Masyarakat
vi. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan
vii. Pelaporan
viii. Pembiayaan
ix. Ketentuan Penutup
Setiap materi di atas akan diuraikan secara detail dalam pasal-pasal peraturan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan, kepastian, hukum, kemanfaatan dan kemudahan imlementasi.
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Program Rantang Simpati merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui layanan permakanan bergizi siap saji. Pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya: Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia terlantar; Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rantang Simpati, sebagai turunan teknis untuk menjamin pelaksanaan program yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dukungan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS.
Program ini lahir dari keprihatinan terhadap masih adanya lanjut usia yang hidup sendiri, terlantar, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan bergizi. Kondisi ini menuntut intervensi pemerintah yang cepat, terkoordinasi, dan berkeadilan sosial. Adapun tujuan utama Rantang Simpati adalah: (1). Memberikan pemenuhan gizi seimbang bagi lanjut usia terlantar agar terhindar dari risiko kekurangan gizi (2). Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kualitas hidup lansia di lingkungan Masyarakat (3). Membangun kepedulian dan partisipasi sosial masyarakat melalui gotong royong dalam pelayanan sosial (4). Menguatkan peran Puskesos/SLRT dan tenaga sosial dalam penjangkauan dan pendampingan kelompok rentan.
Dengan demikian, Rantang Simpati bukan sekadar program bantuan makanan, tetapi juga merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan Sumedang yang lebih peduli, inklusif, dan berkeadilan sosial. Program ini menjadi contoh inovasi pelayanan sosial daerah yang mengintegrasikan kebijakan, kolaborasi, dan empati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya lanjut usia terlantar.
B. Saran
1. Penguatan Aspek Regulasi dan Standar Teknis
Peraturan perlu memuat standar pelayanan minimal (SPM), termasuk kriteria penerima manfaat, jenis dan kandungan gizi makanan, serta frekuensi pemberian. Diperlukan pengaturan mekanisme evaluasi dan pelaporan agar pelaksanaan program dapat diukur efektivitasnya. Perlu dijelaskan koordinasi antar perangkat daerah, misalnya antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Desa.
2. Kejelasan Mekanisme Pendanaan dan Sumber Daya
Sebaiknya diatur secara rinci sumber pendanaan (APBD, dana desa, CSR, dan kemitraan) agar keberlanjutan program terjamin. Diperlukan regulasi turunan terkait pengadaan makanan yang melibatkan UMKM lokal agar mendukung ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan Peran Puskesos/SLRT dan Tenaga Sosial
Puskesos dan SLRT perlu diberi peran strategis dalam pendataan, validasi penerima manfaat, serta monitoring lapangan. Tenaga sosial seperti TKSK, Karang Taruna, dan relawan sebaiknya memiliki pelatihan dasar mengenai gizi lansia dan etika pelayanan sosial.
4. Kolaborasi Multi Pihak dan Partisipasi Masyarakat
Perlu diatur mekanisme kemitraan dengan lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan sektor swasta dalam mendukung logistik maupun pendanaan. Mendorong gotong royong masyarakat agar program ini tidak hanya berbasis pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan sosial bersama.
5. Pemantauan Dampak dan Keberlanjutan
Peraturan sebaiknya mencantumkan indikator keberhasilan, seperti peningkatan status gizi lansia, penurunan jumlah lansia terlantar, dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu menyusun rencana keberlanjutan agar program Rantang Simpati tetap berjalan meskipun terjadi perubahan anggaran atau kepemimpinan.

Peraturan Rantang Simpati hendaknya tidak hanya mengatur teknis penyaluran makanan, tetapi juga menekankan integrasi data, akuntabilitas, dan kolaborasi sosial. Dengan penguatan aspek regulasi, pendanaan, serta digitalisasi, program ini dapat menjadi model pelayanan sosial berkelanjutan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan lansia di Kabupaten Sumedang.


DAFTAR PUSTAKA
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nimir 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4451);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
29. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
31. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
33. [bookmark: _Hlk211325243]Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
34. [bookmark: _Hlk211325257]Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
35. [bookmark: _Hlk211325267]Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial;
36. [bookmark: _Hlk211325277]Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254).
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